




13. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang 
Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi 
Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); 

15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 57); 

16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 
ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana 
telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 
2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 186); 

18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ 
Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang e-Purchasing 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 758); 

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, 
Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 157); 

21. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 13 Tahun 2016 
tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pengadaan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 319); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

23.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 77); 



24.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Sayembara/Kontes (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 242); 

25.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485); 

26.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku 
Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 486); 

27.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman 
Pengadaan Barang/ J asa yang dikecualikan pada Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 487); 

28.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan 
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 488); 

29.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya 
Manusia Pengadaan Barang/ Jasa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 489); 

30.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan 
Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/ J asa 
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 491); 

31. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa 
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja 
Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 511); 

32.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman 
Perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512); 

33.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Melalui 
Penyedia; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 
Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 



35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 
tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan 
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133); 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman 
Pengadaan Jasa Kontruksi melalui Penyedia (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483); 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

39. Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan 
Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 
tentang Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi Sistem 
Pengadaan Secara Elektronik; 

40. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan 
Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Standar Dokumen 
Pemilihan Melalui Tender, Seleksi, Dan Tender Cepat Untuk 
Pengadaan Barang/ Jasa Lainnya/ Jasa Konsultansi; 

41. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan 
Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Standar Dokumen 
Pemilihan Melalui Penunjukan Langsung Untuk Pengadaan 
Barang/ Jasa Lainnya/ Jasa Konsultansi; 

42. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan 
Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Dokumen 
Pemilihan Melalui Pengadaan Langsung Untuk Pengadaan 
Barang/ Jasa Lainnya/ Jasa Konsultansi; 

43 . Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan 
Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 
tentang Panduan Penyesuaian Penggunaan Aplikasi Sistem 
Pengadaan Secara Elektronik Versi 4.4 Dan 4.3 Untuk 
Pelaksanaan Tender/ Seleksi Berdasarkan Peraturan Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 
Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 
Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Penyedia; 







sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai 

bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan; 

4. Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata 

kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, 

akuntabel dan demokratis berbasis pada teknologi informasi; 

5. Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, 

permukimandan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan formal 

dan non formal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten 

Pasuruan. 

Pengelolaan keuangan negara didasarkan pada Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disertai dengan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara, 

mengisyaratkan terjadinya perubahan yang mendasar, terhadap perencanaan 

dan penganggaran di daerah : 

Pertama : bahwa perencanaan program/kegiatan menjadi satu kesatuan 

dengan perencanaan anggaran, sehingga program/kegiatan 

yang direncanakan akan sesuai dengan kemampuan 

pembiayaan yang tersedia. Oleh karena itu perencanaan jangka 

pendek/tahunan daerah harus dilengkapi dengan dokumen 

perencanaan kerja pembangunan daerah yang bersifat tahunan 

(RKPD). 

Kedua 

Ketiga 

mengisyaratkan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) melaksanakan program/kegiatan berdasarkan tugas 

pokok dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) ditiap-tiap tingkat pemerintahan. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dikelola 

berdasarkan/berbasis prestasi kerja/kinerja, yang berarti 

program/kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan 

APBD harus dirumuskan secara jelas dan terukur 

keluaran/ output dan hasil/ outcomenya. 

Keempat: penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 telah 

ditegaskan bahwa fungsi pemerintahan di Pusat terdiri dari 11 

(sebelas) fungsi yaitu fungsi pelayanan umum, pertahanan, 

ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, 

perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan 

budaya, agama, pendidikan, serta fungsi perlindungan sosial. 

Sedangkan pemerintahan di daerah terdiri dari 9 (sembilan) 

fungsi, tanpa fungsi pertahanan dan agama. Keseluruhan 
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peraturan perundangan dimaksud terkait langsung dengan 

perencanaan dan penganggaran di daerah. 

Pada Tahun Anggaran 2025 Penyusunan APBD mengacu 

kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 33 

Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, 

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2025. 

Dalam Melaksanakan ketentuan tersebut telah diterbitkan beberapa 

dokumen awal proses penyusunan APBD 2025 yang antara lain meliputi: 

1. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025 yang 

merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Pasuruan Tahun 2025-2027. 

2. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2025 yang disusun bersama antara Pemerintah Kabupaten 

Pasuruan dengan DPRD Kabupaten Pasuruan yang tertuang dalam Nota 

Kesepakatan. 

Kebijakan Umum Anggaran merupakan dokumen yang memuat kebijakan 

bidang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan serta asumsi yang 

mendasarinya untuk periode satu tahun. 

3. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 

yang juga disusun bersama antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan 

dengan DPRD Kabupaten Pasuruan yang tertuang dalam Nota 

Kesepakatan. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah 

program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada 

perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan 

dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat 

daerah setelah disepakati DPRD Kabupaten Pasuruan. 

2. Maksud dan Tujuan 
a. Maksud 

Maksud dari penyusunan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun 2025 adalah agar pelaksanaan APBD dapat 

diselenggarakan secara tertib dan memenuhi Azas Pengelolaan Keuangan 

Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
b. Tujuan 

Tujuan dari penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 

2025 adalah agar pelaksanaan program/kegiatan yang dialokasikan pada 
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APBD Tahun 2025 pelaksanaannya rnernenuhi Azas Urnurn Pengelolaan 

Keuangan Daerah antara lain : 

1. Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan 

perundang-undangan, efektif, efisien, ekonornis, transparan, dan 

bertanggung jawab dengan rnernperhatikan azas keadilan, kepatutan, 

dan rnanfaat untuk rnasyarakat; 

2. Dilaksanakan secara tertib sebagairnana dirnaksud pada poin 1 adalah 

bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna 

yang didukung dengan bukti-bukti adrninistrasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan; 

3. Taat pada peraturan perundang-undangan sebagairnana dirnaksud 

pada poin 1 adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus 

berpedornan pada peraturan perundang- undangan; 

4. Efektif sebagairnana dirnaksud pada poinl rnerupakan pencapaian 

hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara 

rnernbandingkan keluaran/ output dengan hasil/ outcome; 

5. Efisien sebagairnana dirnaksud pada poin 1 rnerupakan pencapaian 

keluaran yang rnaksirnurn dengan rnasukan tertentu atau penggunaan 

rnasukan terendah untuk rnencapai keluaran tertentu. 

6. Ekonornis sebagairnana dirnaksud pada poin 1 rnerupakan perolehan 

rnasukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga 

yang terendah; 

7. Transparan sebagairnana dirnaksud pada poin 1 rnerupakan prinsip 

keterbukaan yang rnernungkinkan rnasyarakat untuk rnengetahui dan 

rnendapatkan akses inforrnasi seluas-luasnya tentang keuangan 

daerah; 

8 . Bertanggungjawab sebagairnana dirnaksud pada poin 1 rnerupakan 

perwujudan kewajiban seseorang untuk rnernpertanggungjawabkan 

pengelolaan dan pengendalian surnber daya dan pelaksanaan 

kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalarn rangka pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan; 

9. Keadilan sebagairnana dirnaksud pada poin 1 adalah keseirnbangan 

distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/ atau keseirnbangan 

distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertirnbangan yang 

obyektif; 

10. Kepatutan sebagairnana dirnaksud pada poin 1 adalah tindakan atau 

suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional; 

11. Berrnanfaat untuk rnasyarakat sebagairnana dirnaksud pada poinl 

adalah bahwa keuangan daerah diutarnakan untuk pernenuhan 

kebutuhan rnasyarakat. 
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3. Prinsip Pelaksanaan APBD 
Dalam melaksanakan APBD Tahun 2025 agar memperhatikan prinsip­

prinsip APBD (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah) sebagai berikut: 
1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah; 
2. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang­

undangan yang lebih tinggi; 
3. berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS; 
4. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan 

dalam peraturan perundang-undangan; 
5. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan 

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, 
manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang­
undangan; dan 

6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan 
penerimaan dan pengeluaran daerah. 

4. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah 

Kabupaten di Djawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang­

Undang Nomor 2 Tahun 1965); 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 
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Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, 

Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5679); 

8. Peraturan Pernerintah Nornor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pernerintahan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 

48, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4503); 

9 . Peraturan Pernerintah Nornor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pernerintah (Lernbaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nornor 25, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 

Nornor 4614); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 92, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 

2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 

Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tarnbahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041); 

12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010; 

14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan 

Regional; 

15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor PER-01/MEN/ 1999 tentang 

Upah Minimum; 

16. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.05/2012 tentang 

Perjalanan Dinas Jabatan Dalarn Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai 

Negeri dan Pegawai Tidak Tetap; 

1 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan 

Gedung Negara; 

18. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan 

Keuangan Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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20. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil 

Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah; 
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BAB II 
STRUKTUR APBD DAN KODE REKENING 

Penyusunan APBD merupakan proses penganggaran daerah dimana 

secara konseptual terdiri atas formulasi kebijakan anggaran (budget policy 

formulation) dan perencanaan operasional anggaran (budget operational 
planning). Penyusunan kebijakan um um APBD termasuk kategori formulasi 

kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional 

anggaran. Formulasi kebijakan anggaran berkaitan dengan analisis fiskal, 

sedang perencanaan operasional anggaran lebih ditekankan pada alokasi 

sumber daya keuangan. 

Agar setiap SKPD dapat menyusun anggarannya, Pemerintah Daerah 

melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Tim Anggaran 

Pemerintah Daerah (TAPD) menerbitkan Pedoman Penyusunan Usulan Program, 

Kegiatan dan Anggaran SKPD berdasarkan prinsip-prinsip kinerja dengan Surat 

Edaran Kepala Daerah. Materi Pedoman tersebut meliputi antara lain: Kebijakan 

Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Analisis Standar 

Belanja (ASB) Tolok Ukur Kinerja, Standar Biaya, Kode Rekening, dan formulir 

RKA-SKPD yang digunakan oleh SKPD untuk menyusun Usulan Program, 

Kegiatan dan Anggarannya. 

1. STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) 
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025 
a. PENDAPATAN DAERAH TERDIRI ATAS 

1. Pendapatan Asli Daerah; 
2. Pendapatan Transfer; 
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah. 

a) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 
meliputi: 
1. Pajak Daerah; 
2. Retribusi Daerah; 
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan; 
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. 

b) Pendapatan Transfer sebagai mana dimaksud pada angka 2 
meliputi: 
1. Transfer Pemerintah Pusat; 
2. Transfer Antar-Daerah. 

c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud 
pada angka 3 meliputi : 
1. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; 
2. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; 
3. hasil kerja sama daerah; 
4. jasa giro; 
5. hasil pengelolaan dana bergulir; 
6. pendapatan bunga; 
7. penerimaan atas tun tu tan ganti kerugian Keuangan Daerah; 
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8. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat 
penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/ atau pengadaan 
barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain 
sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari 
hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya 
merupakan Pendapatan Daerah; 

9. penerirnaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap 
rnata uang asing; 

10. pendapatan denda atas keterlarnbatan pelaksanaan pekerjaan; 
11. pendapatan denda pajak daerah; 
12. pendapatan denda retribusi daerah; 
13. pendapatan hasil eksekusi atas jarninan; 
14. pendapatan dari pengernbalian; 
15. pendapatan dari BLUD; dan 
16. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

b. BELANJA DAERAH 
a) Belanja Operasi meliputi : 

1. belanja pegawai; 
2. belanja barang dan jasa; 
3. belanja bunga; 
4. belanja subsidi; 
5. belanja hibah; dan 
6. belanja bantuan sosial. 

b) Belanja Modal meliputi : 
a. Belanja Modal Tanah; 
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin; 
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan; 
d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan; 
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; 
f. Belanja Modal Aset Lainnya. 

c) Belanja tidak Terduga. 
d) Belanja Transfer meliputi: 

1. belanja bagi hasil; dan 
2. belanja bantuan keuangan. 

c. PEMBIAYAAN DAERAH 
a) Penerimaan Pembiayaan Daerah 

Penerirnaan Pernbiayaan dirinci rnenurut Urusan Pernerintahan 
Daerah, Organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan 
Daerah. penerimaan pembiayaan daerah rneliputi: 
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelurnnya (SiLPA); 
2. Pencairan Dana Cadangan; 
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; 
4. Penerimaan Pinjarnan Daerah; 
5. Penerimaan kernbali Pernberian Pinjarnan Daerah; 
6. Penerimaan Pernbiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perutndang-undangan 
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b) Pengeluaran Pembiayaan meliputi: 
1. Pembentukan Dana Cadangan; 
2. Penyertaan modal Daerah; 
3. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; 
4. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/ atau 
5. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

2. APBD DAN KODE REKENING 
APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari : 
1) Pendapatan Daerah; 
2) Belanja Daerah; dan 
3) Pembiayaan Daerah. 
APBD diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi 
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan daerah 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

a. Pendapatan Daerah 
Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas 
Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan 
penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah 
dalam 1 (satu) tahun anggaran. 
Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, 
organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah. 
Pendapatan daerah dikelompokkan atas: 
a. Pendapatan Hibah; 
b. Dana Darurat; 
c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan. 
Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang 
terdiri atas : 
a. Pajak daerah; 
b. Retribusi daerah; 
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

1. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 
mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. 

ii. J enis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Penerimaan 
Daerah atas hasil penyertaan modal daerah 

iii. Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud 
terdiri atas : 
a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; 
b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; 
c. hasil kerja sama daerah; 
d. jasa giro; 
e. hasil pengelolaan dana bergulir; 

(J)etfoman <Pefaksanaan J_(Jl:B(J) 'Ka6upaten (J)asuruan rtafiunJl.nooaran 2025 ■ 



f. pendapatan bunga; 
g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; 
b. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat 

penjualan, tukar-menukar, bibah, asuransi, dan/ atau pengadaan 
barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai 
akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari basil 
pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan 
Pendapatan Daerah; 

i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata 
uang asing; 

j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; 
k. pendapatan denda pajak daerah; 
1. pendapatan denda retribusi daerah; 
m. pendapatan basil eksekusi atas jaminan; 
n. pendapatan dari pengembalian; 
o. pendapatan dari BLUD; dan 
p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud meliputi: 
a. transfer Pemerintah Pusat; dan 
b . transfer antar-daerab. 
i. Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada huruf a. terdiri 

atas: 
a. dana perimbangan; 
b. dana insentif daerah; 
c. dana otonomi khusus; 
d. dana keistimewaan; dan 
e. dana desa. 

ii. Transfer antar-daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b. terdiri atas: 
a. pendapatan bagi basil; dan 
b. bantuan keuangan. 

- Dana perimbangan meliputi : 
a) Dana Transfer Umum terdiri atas : 

a. DBH; dan 
b.DAU. 

b) Dana Transfer Khusus terdiri atas : 
1. DAK Fisik; dan 
2. DAK Non Fisik. 

- DBH meliputi : 
a) DBH pajak, yang terdiri atas: 

1. pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pertambangan, 
dan perbutanan; 

2 . pajak pengbasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang 
Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21; dan 

3. cukai basil tembakau sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

b) DBH sumber daya alam, yang terdiri atas: 
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1. pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pertambangan, 
dan perbutanan; 

2. pajak pengbasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang 
Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21; dan 

3. cukai basil tembakau sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

DBH yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari: 
a. penerimaan kebutanan yang berasal dari iuran Uin usaha 

pemanfaatan hutan, provisi sumber daya butan, dan dana 
reboisasi yang dibasilkan dari wilayah Daerah y arrg bers 
angkutan; 

b. penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal 
dari penerimaan iuran tetap dan penerimaan iuran eksplorasi 
dan iuran eksploitasi yang dibasilkan dari wilayah Daerah yang 
bersangkutan; 

c. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan 
minyak bumi yang dibasilkan dari wilayah Daerah yang 
bersangkutan; 

d. penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas 
bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; 

e. penerimaan dari panas bumi yang 
setoran bagian Pemerintah Pusat, 
produksi yang dihasilkan dari 
bersangkutan; dan 

berasal dari penerimaan 
iuran tetap, dan iuran 
wilayah Daerah yang 

f. penerimaan perikanan yang berasal dari pungutan pengusaha 
perikanan dan pungutan basil perikanan yang dibasilkan dari 
wilayab daerah yang bersangkutan 

iii. DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan 
pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai 
kebutuban daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

iv. Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud bersumber dari APBN yang 
dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang 
merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang 
ditetapkan oleb Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

v. Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud bersumber dari APBN yang 
dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan 
tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau 
pencapaian Kinerja tertentu. 

vi. Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dialokasikan kepada 
Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan 
undang-undangan. 

vii. Dana keistimewaan sebagaimana dimaksud dialokasikan kepada Daerah 
istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. 

viii. Dana desa sebagaimana dimaksud bersumber dari APBN yang 
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota 
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dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberdayaan masyarakat. Dana desa sebagaimana dimaksud diatur 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

IX. Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

x. Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud merupakan dana yang 
bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain 
berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

xi. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud merupakan dana yang 
diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, 
pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/ atau tujuan 
tertentu lainnya. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada terdiri 
atas: 
1. bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan 
2. bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota. 
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud meliputi: 
1. Hibah; 
2. Dana Darurat; dan / a tau 
3. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan 
a. Hibah sebagaimana dimaksud merupakan bantuan berupa uang, 

barang, dan/ atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri 
atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Dana darurat sebagaimana dimaksud merupakan dana yang berasal 
dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana 
untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana 
yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan 
sumber APED sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

b. Belanja Daerah 
Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum 
daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam 
satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali 
oleh daerah. 
Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, 
program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. 
Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau 
kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang 
penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat 
dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau 
antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang­
undangan. 
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Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk rnelindungi 
dan rneningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalarn upaya rnernenuhi 
kewajiban daerah yang diwujudkan dalarn bentuk peningkatan pelayanan 
dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas urnurn yang 
layak serta rnengernbangkan sistern jarninan sosial. 

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: 
a . belanja operasi; 
b. belanja modal; 
c. belanja tidak terduga; dan 
d. belanja transfer. 

Klasifikasi belanja menurut urusan wajib Pelayanan Dasar mencakup : 
a. Pendidikan; 
b. Kesehatan; 
c. Pekerjaan Urnurn dan Penataan Ruang; 
d. Perurnahan Rakyat dan Kawasan Perrnukiman; 
e. Ketentrarnan dan Ketertiban Urnum serta Perlindungan Masyarakat; 
f. Sosial; dan 
g. Persandian. 

Klasifikasi belanja menurut urusan wajib pelayanan bukan dasar 
mencakup: 
a. Tenaga Kerja; 
b . Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 
c. Pangan; 
d. Pertanahan; 
e. Lingkungan hidup; 
f. Administrasi Kependudukan dan Capil; 
g. Pemberdayaan Masyarakat Desa; 
h. Pengendalian Penduduk dan Keluaga Berencana; 
i. Perhubungan; 
j. Komunikasi dan Inforrnatika; 
k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 
1. Penanarnan Modal; 
m. Kepernudaan dan Olahraga; 
n. Statistik; 
o. Persandian; 
p. Kebudayaan; 
q. Perpustakaan; dan 
r. Kearsipan. 

Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup: 
a. Kelautan dan Perikanan; 
b. Pariwisata; 
c. Pertanian; 
d. Kehutanan; 
e. Energi dan Sumberdaya Mineral; 
f. Perdagangan; 
g. Industri; dan 
h. Ketransrnigrasian. 
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Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan fungsi penunjang 
mencakup: 
a. Administrasi Pemerintahan; 
b. Pengawasan; 
c. Perencanaan; 
d. Keuangan; 
e. Kepegawaian; 
f. Pendidikan dan Pelatihan; dan 
g. Pelatihan dan Pengembangan. 

Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan 
untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan 
negara terdiri dari : 
a. Pelayanan umum; 
b. Ketertiban dan ketentraman; 
c. Ekonomi; 
d. Lingkungan hidup; 
e. Perumahan dan fasilitas umum; 
f. Kesehatan; 
g. Pariwisata dan budaya; 
h . Pendidikan; dan 
i. Perlindungan sosial. 

Belanja Operasi terdiri dari: 
a) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud digunakan untuk 

menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Kompensasi sebagaimana dimaksud 

diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan / 

anggota DPRD, dan Pegawai ASN. Belanja Pegawai ASN sebagaimana 

dimaksud dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perLlndang-undangan. 

b) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud digunakan untuk 

menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang 

dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan 

a tau dijual kepada masyarakat/ pihak ketiga. Pengadaan barang/ jasa 

sebagaimana dimaksud dalam rangka melaksanakan Program dan 

Kegiatan Pemerintahan Daerah. 

c) Belanja bunga sebagaimana dimaksud digunakan untuk menganggarkan 

pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang 

berdasarkan perjanjian pinjaman. 

d) Belanja Subsidi, Belanja subsidi digunakan agar hargajual produksi atau 

jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, 
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1) BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh 

masyarakat. 

2) Badan usaha milik negara, BUMD dan/ atau badan usaha milik swasta 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan yang 

menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat. 

3) Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, 

dan/ atau badan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

yang akan diberikan subsidi terlebih dahulu dilakukan audit keuangan 

oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan 

peraturanperundang-undangan. 

Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan 

pertimbangan untuk memberikan subsidi. 

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima 

subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Kepala 

Daerah. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan 

pertanggungjawaban subsidi diatur dalam perkada sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

e) Belanja hibah, Belanja hibah sebagaimana dimaksud diberikan kepada 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, 

BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan 

yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan 

peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak 

secara terns menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian 

hibah sebagaimana dimaksud ditujukan untuk menunjang pencapaian 

Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan 

Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, 

pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas 

keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. 

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dianggarkan dalam APBD sesuai 

dengan kemampuan 

pemenuhan belanja 

Keuangan Daerah setelah memprioritaskan 

Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan 

Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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f) Bantuan sosial, digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan 

dalam bentuk uang dan/ atau barang kepada masyarakat yang bertujuan 

untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial diberikan 

tidak secara terus menerus / tidak berulang setiap tahun anggaran, 

selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. Belanja 

bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f 

digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang 

dan/ atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau 

masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang 

bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, 

kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu 

dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan 

setiap tahun arlggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko 

sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan 

kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan 

belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, 

kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan. 

g) Belanja modal, sebagaimana dimaksud digunakan untuk 

menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan 

aset tetap dan aset lainnya. 

- Pengadaan aset tetap sebagaimana memenuhi kriteria: 

a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 

b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan 

c. batas minimal kapitalisasi aset. 

- Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf c diatur dalam Perkada. 

- Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dianggarkan dalam 

belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh 

belanja yang terkait denganpengadaan/pembangunan aset sampai 

aset siap digunakan. 

Belanja modal sebagaimana dimaksud meliputi: 

a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh 

dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah 

Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; 

b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan 

peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat 

elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya 
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signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan 

dalam kondisi siap pakai; 

c . belanja bangunan dan gedung, diguakan untuk menganggarkan 

gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang 

diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional 

Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; 

d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan 

jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang 

dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/ atau dikuasai 

oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; 

e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap 

lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke 

dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a 

sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk 

kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan da_lam kondisi siap 

dipakai; dan 

f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang 

tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, 

tidak memenuhi definisi aset tetap, dan hams disajikan di pos aset 

lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. 

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dianggarkan dalam APBD 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

h) Bantuan keuangan, digunakan untuk menganggarkan bantuan 

keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada 

kabupaten, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau 

dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dan pemerintah 

daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan 

kemampuan keuangan. 

i) Belanja tidak terduga, merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya 

tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan 

bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, 

termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun 

sebelumnya yang telah ditutup. 

c. Surplus dan Defisit APBD 
Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah 

mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. 

1. Surplus Anggaran, terjadi apabila anggaran pendapatan daerah tahun 

berkenaan diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. 

Peaoman Pefa~sanaan JlPJJ<D 'Ka6upaten Pasuruan <Tafi.un Jlnegaran 2025 ■ 



Dalam hal APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran 

pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman 

kepada pemerintah daerah lain dan/ atau pendanaan belanja 

peningkatan jaminan sosial. 

Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial diwujudkan dalam 

bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang 

dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya 

melaksanakan program dan kegiatan tersebut. 

2. Defisit anggaran, terjadi apabila anggaran pendapatan daerah tahun 

berkenaan diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. 

Batas maksimal defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman 

pada penetapan batas maksimal defisit APBD oleh Menteri Keuangan. 

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk 

menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa 

lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan 

dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, 

penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman 

atau penerimaan piutang. 

d. Pembiayaan Daerah 
Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup 

defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan 

pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek 

pembiayaan. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan 

dan pengeluaran pembiayaan. 

Penerimaan pembiayaan mencakup: 

a. SiLPA; 

b. pencairan Dana Cadangan; 

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 

d. penerimaan Pinjaman Daerah; 

e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/ atau 

f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan 

g. ketentuan peraturan perutndang-undangan. 

Pengeluaran pembiayaan mencakup: 

a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo; 

b. penyertaan modal daerah; 

c. pembentukan Dana Cadangan; 

d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/ atau 

e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan 

f. ketentuan peraturan perurndang-undangan. 

Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap 

pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan neto digunakan untuk menutup 

defisit anggaran. 
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a) SiLPA sebagaimana bersumber dari: 

- pelampauan penerimaan PAD; 

- pelampauan penerimaan pendapatan transfer; 

- pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah; 

- pelampauan penerimaan Pembiayaan; 

- penghematan belanja; 

- kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun 

- belum terselesaikan; dan/ atau 

- sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja 

- dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan. 

b) Kode Rekening Penganggaran 

Setiap urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang dicantumkan 

dalam APBD menggunakan kode urusan pemerintahan daerah dan kode 

organisasi. 

Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan 

dalam penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun 

belanja, dan kode akun pembiayaan. Setiap program, kegiatan, 

kelompok, jenis, obyek serta rincian obyek yang dicantumkan dalam 

APBD menggunakan kode program, kode kegiatan, kode kelompok, kode 

jenis, kode obyek dan kode rincian obyek. 

Untuk tertib penganggaran kode dihimpun menjadi satu kesatuan kode 

anggaran yang disebut kode rekening. 

Urutan susunan kode rekening APBD dimulai dari kode urusan 

pemerintahan daerah, kode organisasi, kode program, kode kegiatan, 

kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode obyek, dan kode rincian 

obyek. 

3. STRUKTUR ANGGARAN SKPD 
Dalam struktur APBD, sebagaimana telah diuraikan diatas, terdapat 

perbedaan pada masing-masing SKPD, karena tidak semua akun-akun APBD 

dianggarkan oleh SKPD. 

Pada umumnya, akun pendapatan dan akun belanja dapat dianggarkan oleh 

SKPD, namun demikian terdapat perbedaan pada penganggaran akun jenis 

pendapatan dana perimbangan. Penganggaran dana perimbangan hanya 

dapat dianggarkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada Pos Satuan 

Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD/Badan/Giro/Bagian Keuangan). 

Demikian pula penganggaran akun pembiayaan hanya dapat dianggarkan 

oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada Pos Satuan Kerja Pengelola 

Keuangan Daerah (SKPKD)/Badan/Biro/Bagian Keuangan) dalam rangka 
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menyusun Rancangan APBD, setelah dilakukan penjumlahan anggaran 

Pendapatan, Belanja dan Surplus/Defisit dari seluruh SKPD. 

Klasifikasi Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek pada anggaran 

Pendapatan dan anggaran Belanja SKPD sama dengan pengklasifikasian 

anggaran Pendapatan Daerah dan anggaran Belanja Daerah pada struktur 

APBD. Khusus untuk Jenis Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan 

Sosial, Belanja Subsidi, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Bagi Hasil dan 

Belanja Tidak Terduga hanya boleh dianggarkan pada anggaran belanja 

SKPKD sama halnya dengan anggaran pembiayaan. 

4. TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN 
KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) 

Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan KUA dan PPAS sebagaimana 

dimaksud dan RKA SKPD sebagaimana dimaksud disusun dengan 

menggunakan pendekatan: 

1. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah; 

2.penganggaranterpadu;dan 

3. penganggaran berdasarkan Kinerja. 

RKA SKPD sebagaimana dimaksud disampaikan kepada PPKD sebagai bahan 

penJrusunan rancangan Perda tentang APBD sesuai dengan jadwal dan 

tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang pedoman penyusunan 

APBD yang ditetapkan setiap tahun. 

Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan 

darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, kepala SKPD dapat 

menyusun RKA SKPD diluar KUA dan PPAS. 

Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah, dilaksanakan 

dengan menyusun prakiraan maju. 

Prakiraan maju berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk Program dan 

Kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun 

anggaran yang direncanakan. 

Pendekatan penganggaran terpadu, dilakukan dengan memadukan seluruh 

proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk 

menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran. 

Pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja dilakukan dengan 

memperhatikan: 

a. keterkaitan antara pendanaan dengan Keluaran yang diharapkan dari 

Kegiatan; 

b. Hasil dan manfaat yang diharapkan; dan 

c. efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran. 
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1. Untuk terlaksananya penyusunan RKA SKPD berdasarkan pendekatan 

sebagaimana dimaksud terciptanya kesinambungan RKA SKPD, kepala 

SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan 2 (dua) 

tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun 

anggaran berjalan. 

2 . Evaluasi sebagaimana dimaksud bertujuan untuk menilai Program dan 

Kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum diselesaikan tahun 

sebelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada tahun yang 

direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang 

direncanakan. 

3. Dalam hal Program dan Kegiatan merupakan tahun terakhir untuk 

pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus 

dianggarkan pada tahun yang direncanakan. 

4. Penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan 

penganggaran berdasarkan Kinerja sebagaimana dimaksud berpedoman 

pada: 

a. indikator Kinerja; 

b. tolok ukur dan Sasaran Kinerja sesuai analisis standar belanja; 

c. standar harga satuan; 

d. rencana kebutuhan BMD; dan 

e. Standar Pelayanan Minimal. 

5. Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud merupakan ukuran 

keberhasilan yang akan dicapai dari Program dan Kegiatan yang 

direncanakan meliputi masukan, Keluaran, dan Hasil. 

6. Tolok ukur Kinerja sebagaimana dimaksud merupakan ukuran prestasi 

kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan 

mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas 

pelaksanaan dari setiap Program dan Kegiatan. 

7. Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud merupakan Hasil yang 

diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari 

suatu Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan 

penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 

8. Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud merupakan penilaian 

kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk 

melaksanakan suatu Kegiatan. 

9. Standar harga satuan sebagaimana dimaksud merupakan harga satuan 

barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah 
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dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional sebagaimana 

dimaksud. 

10. Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud merupakan tolok 

ukur Kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan 

Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak 

diperoleh setiap warga negara secara minimal. 

a . RKA SKPD sebagaimana dimaksud memuat rencana pendapatan, 

belanja, dan Pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta 

prakiraan maju untuk tahun berikutnya. 

b. Rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan sebagaimana 

dimaksud, dirinci sampai dengan rincian obyek. 

c. RKA SKPD sebagaimana dimaksud juga memuat informasi mengenai 

Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, standar harga satuan, dan 

Kinerja yang akan dicapai dari Program dan Kegiatan 

(1) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud memuat Urusan 

Pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek, dan 

rincian obyek Pendapatan Daerah. 

(2) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud diterima oleh SKPD 

sesuai dengan tugas dan fungsinya serta ditetapkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Rencana belanja sebagaimana dimaksud dirinci atas Urusan 

Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, kelompok 

belanja yang masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek, dan 

rincian obyek belanja. 

(4) Rencana Pembiayaan sebagaimana dimaksud memuat kelompok: 

a. penerimaan Pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup 

defisit APBD; dan 

b. pengeluaran Pembiayaan yang dapat digunakan untuk 

memanfaatkan surplus APBD, yang masing-masing diuraikan 

menurutjenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan. 

(5) Urusan Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud memuat 

Urusan Pemerintahan daerah yang dikelola sesuai dengan tugas 

dan fungsi SKPD. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RKA SKPD 

diatur dalam Perda mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah yang 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan. 

Peaoman Pefaksanaan Jf.CRB<D '.Ka6upaten Pasuruan 'Tafiun Jf.1Z1J9aran 2025 ■ 



5. PENILAIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH 

Keseluruhan tingkat pelayanan yang akan dicapai dalam satu tahun 

anggaran dari setiap program atau kegiatan yang diusulkan oleh masing­

masing SKPD. Pada dasarnya merupakan tolak ukur kinerja yang diharapkan 

dapat dicapai oleh suatu pemerintah daerah dalam melaksanakan 

kewenangannya. Selanjutnya untuk penilaian kinerja suatu 

program/kegiatan, dan SKPD dapat digunakan ukuran Penilaian Kinerja 

Pemerintah Daerah yangdidasarkan pada 3 (tiga) indikator sebagai berikut : 

1. Masukan (input), yaitu tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat atau 

berdasarkan tingkat atau besaran sumber-sumber: dana, sumber daya 

manusia, material, waktu, teknologi, dan sebagainya yang digunakan 

untuk melakukan program dan atau kegiatan. 

2. Keluaran (output) adalah totak ukur kinerja berdasarkan produk (barang 

atau jasa) yang dihasilkan dari kegiatan sesuai dengan masukan 

yang digunakan. 

3. Hasil (outcome) adalah tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat 

keberhasilan yang dapat dicapai berdasarkan keluaran program/ kegiatan 

yang sudah dilaksanakan. 

6. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SKPD 
a) Ketentuan Umum RKA SKPD 

Mengacu pada Pasal 93 sampai dengan Pasal 97 Pemerintah Nomor 12 

tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait RKASKPD 

sebagai berikut: 

i. Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKASKPD 

diterbitkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah rancangan KUA dan 

rancangan PPAS disepakati. 

ii. Surat Edaran Kepala Daerah paling sedikit memuat: 

1) prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan 

yang terkait; 

2) alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program, kegiatan dan 

sub kegiatan SKPD berikut rencana pendapatan dan penerimaan 

pembiayaan; 

3) batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; dan 

4) dokumen lain sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, kode rekening 

APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja, standar satuan 

harga, RKBMD dan kebijakan penyusunan APBD. 

iii. Rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan yaitu hubungan 

anggaran belanja dengan sumber pendanaan pendapatan dan 

penerimaan pembiayaannya, antara lain: 
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1) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan 

sub kegiatan terkait layanan retribusi sumber pendanaannya berasal 

dari pendapatan retribusi; 

2) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan 

sub kegiatan terkait dana transfer khusus sumber pendanaannya 

berasal dari pendapatan transfer khusus berkenaan; 

3) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan 

sub kegiatan terkait sarana dan prasaranajalan sumber pendanaannya 

berasal dari pendapatan pajak kendaraan bermotor / pendapatan bagi 

hasil berkenaan. 

4) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan 

sub kegiatan terkait penunjang urusan pemerintah daerah sumber 

pendanaannya berasal dari pendapatan dana alokasi umum. 

iv. Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan KUA dan PPAS, serta 

mengacu pada Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman 

Penyusunan RKA-SKPD. 

v. Untuk kesinambungan penyusunan RKA SKPD, kepala SKPD 

mengevaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan 2 

(dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama 

tahun anggaran berjalan. 

vi. Proses penyusunan RKA-SKPD mengandung informasi, aliran data, serta 

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

vii. RKA-SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan 

rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan jadwal dan 

tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang pedoman 

penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun. 

viii. RKA-SKPD sebagaimana disusun dengan menggunakan pendekatan: 

1) Kerangka Pengeluaran J angka Menengah Daerah dilaksanakan dengan 

menyusun prakiraan maju secara bertahap disesuaikan dengan 

kebutuhan. Prakiraan maju berisi perkiraan kebutuhan anggaran 

untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam 

tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. 

2) Penganggaran Terpadu dilakukan dengan memadukan seluruh proses 

perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk 

menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran. 

3) Penganggaran berdasarkan kinerja dengan memperhatikan: 

a. Keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan 

dari sub kegiatan; 
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b. Hasil dan manfaat yang diharapkan; dan 

c. Efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran. 

ix. Penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran 

berdasarkan kinerja berpedoman pada: 

1) Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai 

dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan meliputi 

masukan, keluaran, dan hasil; 

2) Tolak ukur kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai 

dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, 

kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program, 

kegiatan dan sub kegiatan; 

3) Sasaran kinerja merupakan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan 

atau keluaran yang diharapkan dari suatu sub kegiatan yang akan atau 

telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan 

kuantitas dan kualitas yang terukur; 

4) Analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban 

kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub 

kegiatan; 

5) Standar harga satuan merupakan harga satuan barang dan jasa yang 

ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan 

mempertimbangkan standar harga satuan regional; 

6) RKBMD merupakan dokumen perencanaan kebutuhan barang milik 

daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang paling kurang berisi 

informasi mengenai kebutuhan pengadaan BMD dan pemeliharaan 

BMD; dan 

7) Standar Pelayanan Minimal merupakan tolok ukur kinerja dalam 

menentukan capaianjenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan 

urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara 

secara minimal. 

x. Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan 

kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu 

dan penganggaran berdasarkan kinerja serta terciptanya kesinambungan 

RKA-SKPD, Kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program, 

kegiatan, dan sub kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai 

dengan semester pertama tahun anggaran berjalan. 

xi. Evaluasi bertujuan untuk menilai program, kegiatan dan sub kegiatan 

yang belum dapat dilaksanakan atau belum diselesaikan tahun 

sebelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada tahun yang 
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direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang 

direncanakan. 

xii. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RKASKPD diatur 

dalam Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah yang 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

xiii. Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, 

belanja bantuan sosial, belanja modal, dianggarkan dalam RKA-SKPD 

sesuai dengan tugas dan fungsi pada masing-masing SKPD. 

xiv. Belanja bunga, belanja tidak terduga dan belanja transfer dianggarkan 

dalam RKA-SKPD pada SKPKD. 

xv. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah 

dianggarkan dalam RKA-SKPD pada: 

1) SKPKD; 

2) SKPD /Unit SKPD terkait yang melaksanakan pola pengelolaan 

keuangan BLUD; 

b) Ketentuan Dokumen RKA SKPD 

Mengacu pada Pasal 98 dan Pasal 99 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini membuat ketentuan terkait dokumen 

RKA-SKPD sebagai berikut: 

a. Proses penyusunan RKA-SKPD mengandung informasi, aliran data, serta 

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

b. RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk 

tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. 

c. Rencana pendapatan memuat urusan pemerintahan daerah, organisasi, 

akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek 

pendapatan daerah. Rencana pendapatan diterima oleh SKPD sesuai 

dengan tugas dan fungsinya serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

d. Rencana belanja memuat informasi mengenai: 

1) urusan pemerintahan daerah memuat urusan pemerintahan daerah 

yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. 

2) organisasi memuat nama SKPD selaku PA, 

3) standar harga satuan, 

4) RKBMD, 

5) kinerja yang hendak dicapai terdiri dari indikator kinerja, tolok ukur 

kinerja, dan sasaran kinerja yang akan dicapai dari program, kegiatan 

dan sub kegiatan. 
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6) Program memuat nama program yang akan dilaksanakan SKPD dalam 

tahun anggaran berkenaan. 

7) Kegiatan memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam 

tahun anggaran berkenaan. 

8) Sub kegiatan memuat nama sub kegiatan yang akan dilaksanakan 

SKPD dalam tahun anggaran berkenaan. 

9) Alam, kelompok belanja yang masing-masing diuraikan menurut jenis, 

objek, rincian objek belanja, dan sub rincian objek. 

e. Rencana Pembiayaan memuat kelompok: 

1) Penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit 

APBD, yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek, rincian 

objek, dan sub rincian objek penerimaan pembiayaan. 

2) Pengeluaran pembiayaan yang dapat digunakan untuk memanfaatkan 

surplus APBD, yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek, 

rincian objek, dan sub rincian objek pengeluaran pembiayaan. 

c) Ketentuan Lain Terkait RKA SKPD 

Mengacu pada Pasal 93 sampai dengan Pasal 100 Pemerintah Nomor 12 

tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan lainnya terkait RKA­

SKPD sebagai berikut: 

a. Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan 

darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, kepala SKPD dapat 

menyusun RKA-SKPD di luar KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala 

Daerah bersama DPRD. 

b . Dalam hal program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan tahun 

terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan 

dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan. 

c. Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK), 

dalam masa transisi penyusunan RKA-SKPD disusun oleh TAPD atau 

TAPD menunjuk SKPD terkait. 

d. Dalam hal penyusunan RKA-SKPD, bagi SKPD/Unit SKPD yang 

melaksanakan pola keuangan BLUD, menggunakan kode rekening APBD. 

d) Ketentuan Pelaksanaan 

a. TAPD menyusun rancangan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan 

RKA-SKPD. 

b. TAPD menyerahkan rancangan Surat Edaran tentang Pedoman 

Penyusunan RKA-SKPD ke Kepala Daerah untuk diotorisasi. 

c. Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan 

RKA-SKPD sebagai acuan Kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. 
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d. Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan KUA dan PPAS serta SE 

KDH tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD mengikuti ketentuan 

umum RKA-SKPD dan Ketentuan terkait Dokumen RKA-SKPD di atas. 

e. Kepala SKPD menyampaikan RKA-SKPD kepada PPKD sebagai bahan 

penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. 

e) Dokumen Terkait 

Ilustrasi dokumen pada tahapan penyusunan RKA-SKPD menyajikan 

informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan 

setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundangundangan mengenai 

pedoman penyusunan APBD. 

Ilustrasi dokumen pada tahapan penyusunan RKA-SKPD disajikan sebagai 

berikut: 
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KABUPATEN PASURUAN 

RENCANA KERJA ANGGARAN 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

(RKA-SKPD) 

TAHUN ANGGARAN ... 

:x 
:x.xx 

URUSAN PEMERINTAHAN 
BIDANG URUSAN 
ORGANISASI : x.xx.xx ... ......... ..... . 

Pengguna Anggaran 
f. Nama ........................ . 
g. NIP ............... ......... . 
h.Jabatan ........................ . 

Kode 
RKA-PENDAPATAN SKPD 
RKA-BELANJA SKPD 
RKA-PEMBIAYMN SKPD 

RKA REKAPITULASI * 

Disetujui Oleh, 
Pengguna Anggaran 

i) 
Nama 

NIP: .............. . 

Keterangan : 

Nama Formulir 
Rincian Anggaran Pendapatan SKPD 
Rincian Anggaran Belania SKPD 
Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah 
SKPD 

Disiapkan Oleh, 
Sub Bagian Program 

i) 
Nama 
NIP: ....... ......... . 

*) jumlah dan jenis rekapitulasi informasi dalam RKA REKAPITULASI dapat 
disesuaikan dan ditambahkan berdasarkan kebutuhan. 
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Halaman .. . . ...... 
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 
Kabupaten Pasuruan RKA-SKPD 
Tahun Anggaran .. . 

Organisasi : x.xx.xx ...... ... ....... .... 
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Kode 
Uraian Jumlah 

Rekening (Rp) 

1 2 3 
Pendapatan Daerah 

Pendapatan Asli Daerah 

Pajak Daerah 
Retribusi Daerah 
Hasil pengelolaan kekayaan daerah 
yang di pisahkan 
Lain-lain pendapatan asli daerah yang 

Pendapatan Transfer 
Transfer Pemerintah Pusat 

Transfer Antar Daerah 
Lain-lain Pendapatan daerah yang sah 

Hibah 

Dana darurat 
Lain-lain pendapatan sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan 

Belanja Daerah 

Belanja Operasi 

Belanja Pegawai 

Belanja Barang dan Jasa 
Belanja Bunga 

Belanja Subsidi 
Belanja Hibah 
Belanja Bantuan Sosial 

Belanja Modal 
Belanja Modal Tanah 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 
Belanja Modal Jalan, Jaringan & lrigasi 
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 
Belanja Modal Aset Tidak Terwujud 

Belanja Tidak Terduga 
Belanja Tidak Terduga 

Belanja Transfer 

Belanja Bagi Hasil 

Belanja Bantuan Keuangan 
Surplus/ (Defisit) 
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Pembiayaan Daerah 

Penerimaan Pembiayaan 
SilPA 
Pencairan Dana Cadangan 
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah 
yang Dipisahkan 
Penerimaan pinjaman daerah 
Penerimaan Kembali pemberian 
piniaman daerah 
Penerimaan pembiayaan lainnya 
sesuai dengan ketentuan perundang -
undangan 

Pengeluaran Pembiayaan 
Pembentukan dana cadangan 
Penyertaan modal daerah 
Pembayaran cicilan pokok utang yang 
jatuh tempo 
Pemberian pinjaman daerah 
Pengeluaran pembiayaan lainnya 
sesuai dengan ketentuan perundang -
undangan 

Pembiayaan Neto 

........ ,Tanggal ......... 
Kepala SKPD 

i 
Nama 

NIP: ........... 
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Halaman ............. . 
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 

Formulir RKA -SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 
Kabupaten Pasuruan 

Pendapatan 

Tahun Anggaran ..... SKPD 

Organisasi : x.xx.xxx 

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Kode 
Rincian Perhitungan 

Jumlah 
Rekening 

Uraian Volume/ Satuan Tariff (Rp) 
Koefisien Harga 

Jumlah 

........... ,tanggal ........... 
Kepala SKPD 

i 
Nama 

NIP: ............... 

Pembahasan 

Tanggal ............... 
Catatan ............... 
1. 

2. 

Dst 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah : 

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 

1 

2 

Dst 
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Halaman. _ ........ 
RENCANA KERJA DAN ANG GARAN 

REKAPITULASI SA TUAN KERJA PE RANG KAT DAE RAH 
RKA • BELANJA 

Kabupaten Pasuruan SKPD 
Tahun Anggaran .. 

Jraansasi : x.xx.xxx -·········••···· ·· 
Rekapituasi Anggaran Be!aria Berdasarkan Program dan Kegiatan 

Kode Ji..rnlah 
Tahun 

I 
Ii E C I Uraian SunberDana Lokasi 

Bel aria Ti dak Bel aria Tahu,+ 1 2 i 
.. 

Tah..rl-1 Belanja 
Junlah 

1'i 
Bela,iatvlodel :::> ~ !C Operasi Terduga Transfer ~ Q. !C 

~ 
Lrusan .. 
Bidang Urusan _ 

Program .. 

K.giatan ... 

SYb Keglat.an ... 

dst .. 

K•giatan .. 

dst.. 

Uru,.., _ 
Bidang Urusan _ 

Program .. 

Kegiatan _ 

Sub K•gt•t•n .. 

dst... 

Kegiatan _ 

dst ... 

Uusan ... 
Bidang Uru .. n _ 

Program ... 

K•glatan _ 

Sub Kegiatan .. 

dst .. 

Kegiatan .. 

dst .. 

Junlah 

••...... . tanQClal -······ 
Disiapkan □eh, 
KeoalaSKPD 

il 
Nama 

■ 
I\IP : ..... ... ........ 



Halaman ..... . . 

RENCAN KERJA DAN ANGGARAN 
Formulir 

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 
RKA - BELANJA 

Kabupaten Pasuruan 
SKPD 

Tahun Anggaran ... 

Rincian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiatan 
Urusan Pemerintah : X .................. ... 
BidanR Urusan : x.xx.xx ............... , .... . 
Program : x.xx.xx ••••••••••••• •••• •• •• 
Ke1tiatan : x.xx.xx ••••••••••••••••••••• 
Onianisasi : x.xx.xx ..................... 
Unit : x.xx.xx ..................... 
Alokasi Tahun -1 : Ro. ..... ................ (terbilan•I 
Alokasi Tahun : Rp. .............. .... ... (terbilamd 
Alokasi Tahun +1 : RP. ..................... (terbilam!l 

lndikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan 
lndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja 

Masukan 
Keluaran 
Hasil 
Kelompok Sasaran Kegiatan : ...... .. ..... .. .... 

Sub Ke1tiatan : x.xx.xx 
Sumber Pendanaan : .. .. .... .... 
Lokasi : (Provinsi sampai kecamatan, Kab/Kota sampai Desa/Kelurahan) 
Keluaran Sub Ke1tiatan : (Kuantitas, dengan satuan disamakan dengan / sub kegiatan) 
Waktu Pelaksanaan : Mulai ....... Sampai. ..... 
Keterangan : 

Rincian Perhitungan 
Jumlah 

Kode Rekening Uraian Koefisiensi / 
Satuan Harga Satuan PPN (Rp) 

Volume 

Jumlah An••aran Sub Ke•iatan 

Sub Ke•iatan : x.xx.xx 
Sumber Pendanaan : ............ 
Lokasi : (Provmsi sampaI Kecamatan, Kau/1\0ta sampai Desa/KeIuranan1 
Keluaran Sub Ke1tiatan : (KuantItas, dengan satuan dIsamakan dengan / sub kegIatanJ 
Waktu Pelaksanaan : MuIai ....... ~ampaI .... .. 
KeteranRan : 

Rincian Perhitungan 
Jumlah 

Kode Rekening Uraian Koefisiensi / 
Satuan Harga Satuan PPN (Rp) 

Volume 

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan 

.... .. .. . , tanggal ..... .... . 

-1 
.r::!im.a 

NIP : ...... .... 

Pembahasan 
Tanggal : 
Catatan : 
1. 
2. 
Ost. 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah : 

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 

1 
2 

dst 
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Halaman ............. . 
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 

Formulir RKA -
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

Kabupaten Pasuruan 
Pembiayaan 

Tahun Amrn:aran ..... 
SKPD 

Organisasi : x.xx.xxx 
Rincian Ane:e:aran Pembiayaan Daerah 

Kode 
Uraian 

Jumlah 
Rekening (Rp) 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 
Jumlah 

........... ,tanggal ........... 

Kepala SKPD 

i 
Nama 

NIP: ............... 

Pembahasan 

Tanggal ............... 
Catatan - .............. 
l. 

2. 

Ost 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah : 

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 

1 

2 

Dst 
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BAB III 
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA 
PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD) & ANGGARAN KAS 

Dengan ditetapkannya Rancangan Perda Kabupaten tentang perubahan 

APBD yang telah disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD dan 

rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada 

Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan 

rancangan Perda Kabupaten tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum 

ditetapkan oleh Bupati. Rancangan Perda Kabupaten tentang perubahan APBD 

dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, dan 

perubahan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD, maka 

langkah lebih lanjut yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

adalah menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (DPA-SKPD). 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA­

SKPD) adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 

yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat 

pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, 

belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum 

daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna 

anggaran. 
Oleh karena itu, untuk menyusun DPA-SKPD memerlukan langkah­

langkah persiapan dari masing-masing Kepala SKPD untuk disampaikan 
kepada PPKD dalam rangka proses pengesahannya. 

A. PENYIAPAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD (DPA-SKPD) 
1. Ketentuan Umum 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana 
pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan yang terinci sampai 
sub rincian objek disertai rencana realisasinya yang digunakan sebagai 
dasar pelaksanaan anggaran. Penyusunan DPA-SKPD memuat informasi, 
aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan 
secara elektronik. 

2. Ketentuan Pelaksanaan 
Mengacu pada Pasal 132 dan Pasal 133 Peraturan Pemerintah Nomor 12 
Tahun 2019, penyusunan DPA-SKPD diatur sebagai berikut: 

Bagian 1: Pemberitahuan Penyusunan Rancangan DPA-SKPD 
a. Setelah penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, 

PPKD menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala SKPD untuk 
menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD. Surat 
pemberitahuan disampaikan kepada Kepala SKPD paling lambat 3 (tiga) 
hari setelah Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD 
ditetapkan. 
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b . Surat pemberitahuan dimaksud sekurang-kurangnya memuat halhal 
yang perlu diperhatikan oleh setiap kepala SKPD dalam menyusun 
Rancangan DPA-SKPD meliputi: 
1) Pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang digunakan sebagai 

dasar pelaksanaan anggaran oleh PA; 
2) Rencana pendapatan yang akan dipungut dan diterima oleh SKPD 

dalam tahun anggaran yang direncanakan; 
3) Sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, sub 

kegiatan, dan anggaran belanja yang disediakan; 
4) Rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan; 
5) Rencana penarikan dana setiap SKPD; 
6) Batas akhir penyerahan Rancangan DPA-SKPD kepada PPKD paling 

lambat 6 (enam) hari kerja sejak diterbitkannya surat pemberitahuan, 
untuk diverifikasi oleh TAPD; 

7) Batas akhir penetapan Rancangan DPA-SKPD. 

Bagian 2: Penyusunan Rancangan DPA-SKPD 
Kepala SKPD menyusun rancangan DPA-SKPD berdasarkan surat 
pemberitahuan Kepala Daerah dan menyerahkan rancangan DPA-SKPD 
yang telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari setelah surat 
pemberitahuan diterima. 
Rancangan DPA-SKPD mencakup: 
a. Rancangan Ringkasan DPA-SKPD 

Formulir yang digunakan untuk menyusun ringkasan DPA-SKPD yang 
datanya bersumber dari akumulasi jumlah pendapatan menurut akun, 
kelompok danjenis yang diisi dalam DPA-Pendapatan SKPD, akumulasi 
jumlah belanja menurut akun, kelompok, dan jenis belanja yang diisi 
dalam DPA-Belanja SKPD dan akumulasi jumlah penerimaan dan 
pengeluaran Pembiayaan yang diisi dalam DPA Pembiayaan. 

b. Rancangan DPA-Pendapatan SKPD 
Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Pendapatan SKPD 
dalam tahun anggaran yang direncanakan yang dirinci menurut 
kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan. 

c. Rancangan DPA-Belanja SKPD 
Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Belanja SKPD dalam 
tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah Belanja 
menurut kelompok dan jenis belanja dari setiap program, kegiatan dan 
sub kegiatan SKPD yang dikutip dari setiap DPA-Rincian Belanja SKPD. 

d. Rancangan DPA-Rincian Belanja SKPD 
Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Rincian Belanja SKPD 
dalam tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah 
Belanja menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian 
objek dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD. 

e. Rancangan DPA-Pembiayaan SKPD 
Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA penerimaan 
Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan SKPD dalam tahun anggaran 
yang direncanakan, yang memuat jumlah penerimaan Pembiayaan dan 
pengeluaran Pembiayaan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek 
dan sub rincian objek penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran 
Pembiayaan. 

Bagian 3: Penyampaian Rancangan DPA-SKPD dan Verifikasi DPA-SKPD 
a. Setelah menerima rancangan DPA-SKPD, PPKD menyampaikan 

rancangan DPA-SKPD kepada TAPD untuk dilakukan verifikasi. 
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b. TAPD melakukan verifikasi atas rancangan DPA-SKPD paling lambat 6 
(enam) hari sejak diterimanya Rancangan DPA-SKPD. Verifikasi 
rancangan DPA-SKPD dengan menggunakan instrumen verifikasi 
antara lain: 
1) standar harga satuan yang ditetapkan Kepala Daerah dengan 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan; 
2) analisis standar belanja; 
3) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD); 
4) standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan;dan/atau 
5) Petunjuk teknis untuk dana transfer pusat dan/ atau dana otonomi 

khusus. 
c. Berdasarkan hasil verifikasi TAPD atas rancangan DPA-SKPD, SKPD 

melakukan penyempurnaan dan menyampaikan hasil penyempurnaan 
kepada TAPD. 

Bagian 4: Persetujuan dan Pengesahan DPA-SKPD 
PPKD melakukan pengesahan DPA-SKPD atas rancangan DPA-SKPD yang 
telah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah. 
a. Dokumen Terkait 

Ilustrasi Dokumen Terkait 
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2) Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 
a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Honorarium diberikan 

kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan 
pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan sebagai 
Berikut: 

No Uraian Satuan Biaya (Rp) 

1 1 s/d 25 Paket Orang/Bulan 
300.000,00 

2 Diatas 25 Paket s / d 50 Paket Orang/Bulan 400.000,00 

3 Diatas 50 Paket s/d 75 Paket Orang/Bulan 500.000,00 

4 Diatas 75 Paket s/d 100 Paket Orang/ Bulan 600.000,00 
5 Diatas 100 Paket Orang/Bulan 680.000,00 

Catatan : Pejabat pengadaan yang mendapatkan Honorarium didasarkan 

pada banyaknya paket pekerjaan diproses melalui e-PL. 

b. Honorarium Kelompok kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa. 
Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan 
barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa 
sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Pekerjaan Konstruksi 
Pagu Anggaran PeagadaaD Per Paket (Rp,I 

No. Uraian 
200 Jt a/d >500 Jt a/d >lM a/d 2,5 > 2,SM a/d > SMa/d 10 > lOMa/d 

SOOJt lM M SM M 25M > 25M 

1 Ketua 850.000,00 1.020.000,00 1.270.000,00 1.520.000,00 1. 780.000,00 2 .120.000,00 2.450.000,00 
Pokja 

2 Anggota 750.000,00 920.000,00 1.170.000,00 1.420.000,00 1.680.000,00 2 .020.000,00 2.350 .000,00 
Pokja 

ii. Pengadaan Barang 
Pagu Anggaran PeagadaaD Per Paket (Rp,I 

No. Uraian 200Jt >SOOJt >lM a/d 2 ,5 > 2,SM a/d > SM a/d 10 > 10 M a/d 
s/d 500 > 25M 

Jt a/d 1 M M SM M 25M 

1 Ketua 760.000,00 920.000,00 1.140.000,00 1.370.000,00 1.600.000,00 1.910.000,00 2.210.000,00 
Pokja 

2 
Anggota 660.000,00 820.000,00 1.040.000,00 1.270.000,00 1.500.000,00 1.810.000,00 2.110.000,00 
Pokja 

iii. Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya/Pengadaan yang dikecualikan 

No. 

1 

2 

Pagu Anggaran PeagadaaD Per Pa.ket (Rp.) 

Uraian 
50 Jt s/d >lOOJt >250 a/d 

> SOOJt 
> 1 M s/d >2,SMa/d 

a/d >SM 
lOOJt s/d 250Jt SOOJt lM 

2,SM SM 

Ketua 450.000,00 480.000,00 600.000,00 720.000,00 910.000,00 1.090.000,00 1.270.000,00 
Pokja 

Anggota 400.000,00 430.000,00 550.000,00 670.000,00 860.000,00 1.040.000,00 1.220.000,00 
Pokja 

Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan: 
1) Adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Sertifikat Keahlian 

Pengadaan Barang/ Jasa; 
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